GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG PEMBIAYAAN RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN
PERORANGAN BAGI ORANG ASLI PAPUA
DI PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran, kemudahan dan
transparansi serta akuntabilitas pencairan
dana dan penyaluran dana Otonomi Khusus
untuk pembiayaan rujukan pelayanan
kesehatan perorangan bagi orang asli Papua,
perlu  dilakukan  penyesuaian  terkait

pencairan dana dari Kas Daerah;




Mengingat :

b. bahwa berdasarkan pertimbangan

1.

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua
Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Pembiayaan Rujukan Pelayanan Kesehatan
Perorangan Bagi Orang Asli Papua di Provinsi
Papua Barat;

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999
tentang Pembentukan Provinsi lrian Jaya
Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten
Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten
Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 1999
Nomor 173, Tambahan Lembaran Nagara
Republik  Indonesia Nomor 3894)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi irian Jaya Tengah,
Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai,
Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya
Dan Kota Sorong (Lembaran  Nagara
Republik Indonesia  Tahun 2000 Nomor
3960, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Nomor 018/PUU-1/2003;




2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi  Khusus Bagi Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4884);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5072);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun
2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan
Kesehatan Perorangan;




6. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 9
Tahun 2014 tentang Pembiayaan Rujukan
Pelayanan kesehatan Perorangan Bagi Orang
Asli Papua Di Provinsi Papua Barat;

- MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG
PEMBIAYAAN RUJUKAN KESEHATAN
PERORANGAN BAGI ORANG ASLI PAPUA DI
PROVINSI PAPUA BARAT.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun
2014 tentang Pembiayaan Rujukan Kesehatan Perorangan Bagi
Orang Asli Papua Di Provinsi Papua Barat (Berita Daerah Provinsi
Papua Barat Tahun 2014 Nomor 9 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam konsiderans mengingat nomor urut 7
dihilangkan/ dihapus.

2. Ketentuan pada BAB VI Prosedur Pendanaan, Bagian
Pertama diubah menjadi Bagian Kesatu ditambahkan kata
“dan Cara Pencairan” serta Pasal 15 ditambah satu ayat yaitu
ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:




BAB VI
PROSEDUR PENDANAAN
Bagian Kesatu

Sumber Dana Alokasi dan Cara Pencairan

Pasal 15

(1) Pendanaan Program merupakan dana Otonomi Khusus yang
disalurkan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat.

(2) Pemerintah Provinsi mengalokasikan dana bantuan tersebut
kepada rumah sakityang bekerjasama melalui
rekeningmasing-masing rumah sakit.

(3) Pencairan dana dari Kas Daerah/Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat dengan cara
Tambahan Uang (TU) yang tidak mempengaruhi Tambahan
Uang (TU) rutin Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat.

PASAL Il

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.




Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 30 Oktober 2014

GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD
ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 30 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT,
CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 27.

Salinan yang sah sesuai dengan haslinya,

KEPALA BIRO HUKUM,
CAP/TTD

WAFIK WURYANTO,SH
Pembina TK.I
Nip.19570830 198203 1 005




